GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR “‘ . TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL

Menimbang

Mengingat

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Aparatur 3Sipil Negara yang dapat mendorong
peningkatan disiplin kerja dalam menyelenggarakan
pemerintahan  daerah, telah diberikan tambahan
penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerahli -

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat S

Nomor 22 Tahun 2021;

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dain e

perkembangan saat ini, maka Peraturan Gubernir Nomor -

22 Tahun 2021 dimaksud, perlu dilakukan penyesuajan S |

dan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan :
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur - B
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberian  Tambahan =~

Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di ngkungan‘ e
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara R@pubh;{-f'-ﬂ L

Indonesia Tahun 1945; -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 i tent_a‘ng B

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi =
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan daﬂ'_lialimant'aﬁ_' RSN
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956_-; S
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara’ Repubhk N

Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten’i;ang Aparatur‘., DR
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Endonesm Tahun' S
2014 Nomor 6, Tambahan Lemba:xam Negara Repubhk_--j .

Indonesia Nomor 5494)
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12.

Undang-Undang Nomor - 23 _Tahun 2914 tentang |
Pernerintahan Daerah (Lembarat - Negaza Repubhk*i_- e :
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran = =
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagazmana-

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang C.zpta Kerr:;a';'-_:-" :'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noirior _: S
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Inc‘teneszta

Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentaﬂg_'__'_-__ .
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Necrara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lemba:s‘an'_'
Negara Republik Indonesm Nomor 5 135);. :

Peraturan Pemerintah ' Nomor 11 Tahun 2017 tentaﬁg-“ S
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembazm Negara .3_:":':.:"_:1
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan.}_._- s

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 6037) -
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemermtah e
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Per aturaﬁf; e
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen =~ |
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ™ = |
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negaraff e R

Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Noror 12 Tahun- 201 9 ’Len’f:angf;f- i
Pengelolaan Keuangan = Daerah (Lembaran Negara =
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan_f: o

Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apai atur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis = Jabatan - (Bema Negara e

Republik Indonesia Tahiun 201 1 Nornor 453)

Peraturan Menteri Negara Pendayaguﬁaan : Aparamrgf- : =
Negara dan Reformasi Bu‘okram Nom«:n 34 ’Fahun 201115:; SR
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berzta E\éegaraf:_' oSt e

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 454)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan | Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 20"{1-'_3-”}”_'
tentang Pedoman Penataan  Sistem Tunjanwan &nexga;ﬁ-_}_ o

Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 35 Tahun 2012'3 i _:.: e
tentang Analisis Jabatan di ngkungan Kementeman'{ D
Dalam Negeri dan Pemerintah  Daerah (Berzta Negara._:'j"_‘ o

Republik Indonesia Tahun 2012 Nt)mcr 483)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apalamr Negara dan ST
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang.._f'_ﬂ.f--'_3 :
Penetapan Kelas Jabatan di ngl{ungan Instansiff‘f S
Pemerintah (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun'f__'__'; S

2013 Nomor 1636);
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan . =~
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang SR

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di inglkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara, Repubhl@: o
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangaﬂ Daerah SRR
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor_.-:-_'-

1781);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016' 'ten‘im‘ig-

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi -
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan.
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembarsn Daerah .
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana _te_iah.-_- R

diubah beberapa akali dan terakhir deragan".?éfaturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang =~ -
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi: -~
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan =~ B
Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan ' Lembaran Daerah' o

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor ’75 Tahun' _' R
2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di- ngkungan SR

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita - Daerah =

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 7 5) SO
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur . =
Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan -
Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas - =

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi- Kahmantan”'

Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat: Tahun:-f_'_- o |

2021 Nomor 42);

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Ncmor 22 Tahun :-_ e

2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawaz Aparamr_.”‘

Sipill Negara di Lingkungan Peimerintah - Proviasi FETe
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi’ Kahmantanj_' AR

Barat Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS'_'- e
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTAN(} SRR
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA. APARATUR . SR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVENSI S

KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 202 1.

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara i R
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provmsz L

Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat] angka yaitu angksa 33, amgka 34 S

angka 35 dan angka 36, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

-y

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. e
Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyeleﬁggaza_

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtah :

yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 3
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Bar at.

Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah di lingkungan Pemermtah_"_ :

Provinsi Kalimantan Barat. _
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawa1 ASN"

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian T
Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawsian dan diserahi. = -
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi’ tugas . Negara: St

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan pemndang-undangan T
Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS' adalah Calcsn '
Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. S

Pegawai Negeri Sipil yang selanjuinya disingkat PNS: adalah Pegawaf v

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya dismgka‘i TPP adalah' R
Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS SRR IS
dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan’ = . A
pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi Lerja,

kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.- : -
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adajah '

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk'_zf__:f_.:_
memberikan pelayanan kepada masyarakat beriipa penyedzaan barangf:” '

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntu:agan,

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prmszp efismrzal dan : o

produktivitas.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsz tugas tanggung £
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu. satuan'_-i.-,f Y

organisasi,

Jabatan Pimpinan Tinggi, yang selanjutnya d}SIngka’t JP‘T adalah 5 2

sekelompok Jabatan tinggi pada instarnsi pemerintah. -

Jabatan Operatoristrasi, yang selanjutnya: dlsmgkat JA adalah’.'... _- : -__ :
sekelompok Jabatan yang berisi fungs:t dan tugas herkaltan dengan'_,_ L

pelayanan publik serta operatoristrasi pemerintahan dan pembzmguﬁan -
Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelampek'

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan deﬁgan ‘pelayanan '

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampﬂaﬂ tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah merupakan kelompok jabatan yang mempunm: s

tanggung jawab melaksanaken kegiatan pelayanan pubhk seria" e
operatoristrasi pemerintahan dan pembangunan s

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat. Daerah’ yang';' BEERRE

dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa umuk- o SRR
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam ER

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada’ aspek als_tavatas-- S

kerja dan disiplin kerja.
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18. Aktivitas kerja Pegawal adalah pelaksanaan tugas, pok{)k cia:a :t‘ungs:t
pegawai serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

19. Menit Kegja Efeltif dalam 1 (satu) hari adalah 330 (tiga ratus tiga puluh)
menit. :

20. Validasi Aktivitas Kerja adalah proses pemberian penilaian oleh atasan . .
berupa setuju atau tidak setuju/menolak setiap = aktivitas yaﬁg '
disampaikan oleh bawahan. R

21. Realisasi Menit Kerja Efektif merupakan walktu penyelesmaﬂ pelalcsaﬂaan e
tugas yang telah divalidasi atasan langsung. L

22, Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalean meuaa‘ti"_- R
kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan -
ketentuan yvang berlaku. T

23. Aplikasi E-Activity adalah aplikasi berbasis web milik Pememntah -
Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk melakukan
penilaian terhadap tugas kedinasan Pegawai ASN dan CPNS. =

24, Aplikasi E-Presensi adalah aplikasi yang digunakan untuk
pengisian daftar hadir oleh Pegawai pada saat masuk bekerja dem
pulang bekerja. REERIE

25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara vang selaﬂjutnya R
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan .
Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN el
yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupm _ o PR

26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang seiaﬂjumya-". S
disingkat LHKASN adalah laporan Tharta I{ekayaan yang-'-; S
disampaikan pegawai ASN dan CPNS. S

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan (’;}a:nt:i Rugl yang EERRRE
selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu pmses tuntutan
terhadap Bendahara, Pegawai bukan = - Bendahara, . .
Pengurus/ Peny]mpan Barang, Pegawai bukan Benciahara atau’ 0
pengurus/penyimpan barang atau pihak ketiga yang . télah: T T
melakukan perbuatan yang mengalﬂbatkan ke1ugzan keuarlganl-:“"”""" e
atau barang daerah. Lo

28. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam satuan orgamsasr' -
yang didasarkan pada hasil evaluasi Jabatan yang: selanjutnya'jf AR
digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan.-
Penghasilan. S

29. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pit adalah’ PNS yang'j-' i
ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat Stmktural S
yang lowong. e

30. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang
ditunjuk untuk melaksanakean tugas Jabatan struktural, karena -
pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan seman‘tara e

31. Operator Perangkat Daerah adalah Pegawai ASN di Perangkat (eI
Daeralh yang berada di bagian/bidang yang mengurusi’ R
kepegawalaxl di Perangkat Daerah yang bertugas m@ngmput data
pegawai sebagai data pendukung untuk aplikasi e-Activity dan e- s
Presensi. '

32. Hari adalah hari kerja. ' SRR

33. Penjabat selanjutnya disingkat PJ adalah pejabat semen‘tara untuk'
jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah yang meiaksanakaﬂ tagas-* OESSar I
pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif. R o

34. Tugas Pokok adalah tugas utama yang merupakan pen;abarem langsung e
dari tugas dan fungsi organisasi. R R

35. Tugas Tambahan adalah tugas yang tidak termasuk daiarn mmcxan tugas L
pokok, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja. B

36. Mobile Presensi adalah aplikasi pada telepon seluler vang berfungsz unwk S

mencatat kehadiran yang dimiliki oleh masing-masing Pegawa:a ASN dan' S
CPNS. .
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2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu} ayat yakni ayat {4) sehingga berbunyi

sebagal berikut:

Pasal 5

(1) Pegawai ASN dan CPNS berhak menerima TPP setiap bulan.

{(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diberikan berdasarkan kriteria:
a. prestasi kerja;
b. beban kerja;
c. kondisi kerja;
d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya.

(3) Pegawai ASN dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
PNS yang mutasi masuk ke daerah, diberikan TPP setelah melaksanakan

tugas di daerah selama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Perintah
Melaksanakan Tugas diterbitkan.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A
sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 7A

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu

CPNS Guru dan PPPK Guru yang diberikan TPP berdasarkan beban kerja -

sebesar Rp. 250.000,-/bulan (dua ratus lima puluh ribu rupiah per
bulan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I romawi XII Peraturan
Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

(1) Penilaian aktivitas kerja dihitung berdasarkan:
a. Pelaksanaan tugas;dan/atau

b. Penilaian dari atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas . |

pegawai yang dipimpinnya. -
(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan. pacia';'

unsur yang diperoleh dari pelaporan/penginputan aktivitas keja _
sebagaimana tugas pokok dan/atau tugas tambahan, dibuktikan dengan S
formulir aktivitas kerja harian pegawal secara manual -atau secara

elektronilk.

5. Ketentuan Pasal 18 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), |
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1} Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam .'

Pasal 17 ayat (2}, dihitung berdasarkan indikator menit kerja efektif tiap -
hari. '

(2) Besaran menit kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adala}l_' g =

330 {tiga ratus tiga puluh) menit setiap hari,
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(3) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dzmaksud pada Ava‘i, Y
(1) dilaporkan/diinput ke dalam aplikasi e-Activity. S
(4} Dalam hal jumlah menit kerja efektif yang di input telah mele’blm 330' o
(tiga ratus tiga puluh) menit maka kelebihan menit aktivitas- tersebut '
menjadi tambahan menit aktivitas hari berikutnya. o
(5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung dari hasil capaza_n- a
Aktivitas Kerja Harian diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan . déengan
rumus:
Aktivitas Kerja Bulanan= (jumlah menit vang sudah divalidasi dalam 1 bulan) x 100% e
(jumlah hari kerja x waktu kerja efektif dalam 1 hari) '

(6) Penginputan jumlah hari kerja dalam 1 ({(satu) bulan Sebagazmanaj:;._'
dimaksud ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memb1dang1 o
Komunikasi dan Informatika.

6. Ketentuan ayat (6) dan ayat (11) Pasal 19 diubah serta diantara a}faf (6).'da.'n SR
ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6b), sehmgga Pasal 19'-_- S
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pelaporan/penginputan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 18 ayat (4} dilakukan oleh: :
a. pejabat pimpinan tinggi;
b. pejabat administrator;
b. pejabat pengawas;
c. pejabat fungsional;
d. pelaksana; dan
e. CPNS.

{(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yaliu T RO I
a. Pegawai ASN Guru yang  belum  menerima: ’I“umangan*-_'"'_-"'-"‘*’-
Profesi/Sertifikasi; '
b. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan Tugas Belajar; -
c. CPNS Guru. ' SRR I
(3) Terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi, pelaporan/ penginputan aki:wﬂau kerga----_' SN B
ke dalam aplikasi dilakukan oleh pegawai yang dltugaskan pada ’I‘ata?g B
Usaha Pimpinan. RIS, R
(4} Aktivitas pegawai dapat dilaporkan/diinput ke dalam aphkas:t e Acthty; SR
setelah pekerjaan selesai dilakukan setiap harinya. S
(5} Batas waktu pelaporan/penginputan laporan akthtas pegawail BENE
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pahng Iambat 5 {hma)'f_'_- SO
hari setelah aktivitas dilakukan. LT
(6) Dalam hal aktivitas kerja dilaksanakan pada akhir bulzm mal{a penglslem S
ke dalam aplikasi e-activity sampai dengan 3 (tiga) hari pertama bulazﬂ
berikutnya. o
(6a) Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan aktmtas kerja,---_' :
cuti tahunan, cuti alasan penting dan cuti sakit tidak dikenakan =~ =~ -
pemotongan dengan tetap menginput aktivitas denga,ﬁ k@tmangan eutl-"
tersebut ke dalam aplikasi e-activity. Lo
{6b) Khusus cuti sakit penginputan dapat dilakukan oleh operaﬁer/ Pengelola}_ RERS,
Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah. TR I
(7} Pelaporan/ pengmputem aktivitas kerja sebagaimana dxmaksud pad& ayat e
(1) terdiri dari rincian: : I
hari/tanggal;
uraian aktivitas kerja pegawai;
jam mulai dan selesai bekerja;
waktu penyelesaian;
data pendukung aktivitas.

R0 op
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(8)

(9)

(10)

(11)

Dalam keadaan tertentu, penilaian _ai{tivitas kerja dilaporkan ‘secara | R

manual.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) antara lain:
a. sistem aplikasi mengalami kerusakan/tidak berfungsi;atau

b. pegawai belum terdaftar dalam sistern aplikasi. N
Format Laporan Aktivitas Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Penggunaan laporan aktivitas manual untuk pegawai yang belum
terdaftar dalam sistem aplikasi diberikan waktu sampai dengan 3 (tiga)
bulan sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas -ditetapkan,
apabila sampai dengan bulan keempat dan seterusnya belum terdaftar
maka pembayaran tambahan penghasilannya ditunda sampai dengan
pegawai terdaftar dalam sistem aplikasi.

7. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

Pemeriksaan/validasi aktivitas kerja pegawai dilaksanakan oleh atasan
langsung setelah dilaporkan oleh pegawai.

Atasan langsung bertauggung jawab atas kebenaran laporan hasil
pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.

Atasan langsung dapat menyetujui atau menolak _Iaporan - hasil'-

pelaksanaan tugas pegawai yang dinilai.

Dalam hal atasan langsung menolak laporan hasil peiaksanaan 'tugas - -

pegawai wajib disertai alasan penolakan. .
Laporan hasil pelaksanaan tugas yang ditolak oleh atasan langsung
diberikan waktu 3 {Uga) hari untuk diperbaiki pada bulan berkenaan.

Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan perbaikan . akbivitas ketja - -
yang ditolak maka aktivitas tersebut tidak dihitung sebagai kinerja pdda;__fj SRR

bulan berkenaan.

Pemeriksaan/validasi oleh atasan langsung dapat dﬂakukaﬂ setelah"
selesai dilakukan pelaporan/penginputan.

Batas waktu pemeriksaan/validasi aktivitas kerja bulan’ berkenaan oleh . _. :' g
atasan langsung dilaksanakan paling lambat 5 {lima) hari pertam& pada. R

bulan berikutnya.

Dalam hal melebihi 5 (lima) hari pertama bulan bemkumya belum':'i' S

diperiksa/divalidasi maka seluruh aktivitas pegawai bawahannya akan [:..
dinyatakan dengan keterangan diterima. '

(10} Dalam hal atasan langsung tidak memeriksa/ me1nva11d331 aktmtas kerga. o

(11) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi tidak dilakukan pemerﬂ{saan/vahdasi e

8. Ketentuan ayat (5), ayat (6} dan ayat (8 ) Pasal 21 diubah dan dlan‘tara ayat ( 6) SR

bawahannya tanpa alasan yang jelas maka diberikan teguran baik lisan - A
maupun tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah bagi Pejabat Admmzstrator S

sampai dengan Pengawas.

terhadap altivitas kerja yang dilakukan.

dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6a) dan ayat (6h) ‘serta -

ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9) sehingga Pasal 21 berburnyi- sebagaz : e

berikut:

(1)

Pasal 21

Setiap Pegawai ASN dan CPNS wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak: o
7,5 (tujuh koma lima) jam perhari atau 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
jam per minggu. :

WARO PERANGHAT DADRAR &ém'ﬁ“i«:ﬁﬁ I
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Jam kerja Pegawai ASN dan CPNS adalah: :

a. senin — kamis pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB;dah' .

b. jumat pukul 07.15 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan - .

tanggung jawab atasan langsung yang bersangkutan secara, berjenjang.
Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) diatas pengaturan hari ‘dan jam .
kerja pada bulan Ramadhan, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. - S
Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan
merekam kehadiran melalui mobile presensi atau -merekam ~sidik -
jari/bagian tubuh lainnya pada mesin presensi elektronik vang dilakukan -
pada waktu masuk kerja atau waktu pulang kerja. N
Dalam hal mobile presensi atau mesin presensi elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mengalami gangguan/rusak atau belum tersedia -
maka pencatatan data kehadiran dapat menggunakan daftar hadir -
manual.

Pencatatan kehadiran menggunakan mobile presensi sebagaimana .
dimaksud pada ayat (5} hanya dapat dilakukan pada area kantor masing-

masing Perangkat Daerah melalui telepon seluler yang dimiliki oleh setiap
Pegawai ASN dan CPNS. o
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) .
adalah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pegawai ASN serta 'CPNS yang

mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat -Daerah urituk -

menggunakan mobile presensi di lnar area kantor. : T
Penggunaan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6), -
hanya dilakukan untuk kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung -

sejak tanggal kerusakan dan dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah, ._
Selama kurun waktu 3 (tiga) bulan masih menggunakan daftar hadir -

manual, maka pada bulan keempat dan seterusnya sejak  terjadi -
kendala/tidak dapat dioperasikan, pemberian tambahan penghasilan
pegawai ditunda sampai dengan kendala dapat diatasi. - 0 o 0
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud P
terhadap Perangkat Daerah vang belum memiliki mesin presensi
clektronik  dapat dibayarkan tambahan penghasilannya dengan
menggunakan daftar hadir manual. T

- Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat {3} Pasal 22 diubah Sehiﬁggafbei‘buﬁﬁ .. S

sebagai berikut:

(1)

{2)

(3)

(4)

Pasal 22

Pencatatan kehadiran melalui mobile presensi atau per_ékém’éa;n’ sidik - -

jari/bagian tubuh lainnya untuk masuk kerja dilaksanakan mulai p’ﬁkﬁl S |

06.00 WIB sampai dengan pukul 07.15 WIB waktu setempat.. . L
Pencatatan kehadiran melalui mobile presensi atau perekaman sidik

Jjari/bagian tubuh lainnya untuk pulang kerja dilaksanakan mulai pukul =

15.30 WIB pada hari Senin :sampai dengan hari Kamis dan pada hari )
Jumat mulai pukul 16.00 WIB. T S

Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan pencatat'ai‘i_'kéhadii‘éﬁ_ e B .
ari/bagian tubuh lainnya.. . =

melalui mobile presensi atau perekaman sidik j :
sebelum pukul 06.00 WIB maka dianggap tidak mengisi preserisi, - .

Pegawai ASN dan CPNS yang memenuhi kehadiran kerja ‘namun tidalé f:' g
berada di tempat tugas ketika jam kerja tanpa seizin atasan r’iangsfu_ng e

dianggap terlambat sebanyak 150 menit.
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10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Prosedur pengurangan tambahan penghasilan dari kehadiran kerja
ditentukan dengan indikator yang meliputi:

a. terlambat masuk kerja;

b. pulang lebih awal dari jam kerja; dan/atau

c. tidak hadir.

Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas atau bekerja di lnar
hari dan/atau jam kerja yang ditetapkan dihitung sebagai petugas
piket/kerja khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang
berwenang dengan ketentuan capaian jam kerja kumulatif tidak kurarg
dari kewajiban kehadiran kerja.

Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbasis elektronik/manual dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat
Daerah. _
Dalam melakukan perhitungan komponen berdasarkan disiplin kerja, cuti
tahunan, cuti alasan penting, cuti sakit, cuti bersama, cuti melahirkan,
dan perjalanan dinas luar/dalam daerah/luar negeri dan melaksanakan
tugas kedinasan lainnya (diklat/workshop/sejenisnya), dihitung sebagai :
hari masuk kerja dengan mengunggah dokumen surat dimaksud ke

dalam aplikasi e-Presensi yang dilakukan oleh operator/ Pengelola

Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah, o

Pegawai ASN dan CPNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulé_ahg

cepat/lupa melakukan presensi dikarenakan melaksanakan tugas
kedinasan maka dianggap masuk kerja dengan melampirkan bukti surat-
pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV vang merupakan .
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ' RESEIE

11. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat :(1)' |

huruf a, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen kehadiran kerja |
dengan ketentuan sebagai berilkut: g

Rentang Waktu Persentase
Pengurangan
1 s.d 30 menit 0,5%
31 s.d 60 menit 1%
61 s.d 90 menit 1,25%
Lebih dari 91 menit 1.5%

Pulang lebih awal dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf b, akan dilakukan pengurangan TPP dari komponen -~
kehadiran kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Rentang Waktu Persentase
Pengurangan
1 s.d 30 menit 0,5%
31 s.d 60 menit 1%
61 s.d 90 menit 1,25%
Lebih dari 91 menit . 1,5%
HARD PERANGHEAT DARRAN f.&S?%TE}N I SEEDA

M z! KU PEM }igg«;msm

7 b

4




(3} Tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24__{_@3}‘3{_:(1.)'3._i_.hg_mf,_?;’__'1.:
dilakukan pengurangan TPP dari kehadiran kerja sebesar TPP ‘per-hari o
pada bulan berkenaan. : - _ -

12. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7); |
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: :

Pasal 26

(1} TPP diberikan mulai bulan Januari 2021. o TR

(2) Seluruh Pegawai ASN dan CPNS melakukan input kinerja pethari ke~~~ - .
dalam aplikasi e-activity dan melakukan pencatatan kehadiran ke dalam -
aplikasi e-presensi melalui mobile presensi atau mesin presensi elektronik
yang telah tersedia di masing-masing Perangkat Daerah. - D

(3) Pelaksanaan penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja untuk tahap . -
pertama diberikan waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan
Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 dan dapat diperpanjang 6
(enam) bulan berikutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Koordifiasi ©
Penyusunan Instrumen Tambahan Penghasilan Pegawai. .~ -~ = - S

(4) Penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja pegawai pada tahap pertama .
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai 100% (seratus =~
persen). ST R

(5) Perpanjangan sebagaimana pada ayat (3) ditetapkan melalui-keputusan =~ =

{6) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana -dimaksud. pada ayat (3) - =
menyatakan tidak dilakukan perpanjangan maka penilaian aktivitas ketja~
dan disiplin kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini.

{7) Pegawai yang melakukan input aktivitas ke dalam aplikasi e-activity
selama masa perpanjangan kurang dari 50% (lima puluh persen) maka.
pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda. sampai dengan yang
bersangkutan menyampaikan ‘hasil inputan’ aktivitasnya melebihi 50% =
(ima puluh persen) baik manual/aplikasi kepada operator Perangkat
Daerah. DR LR S

13. Ketentuan ayat (8) huruf a dan huruf b Pasal 28 dihapus dain'_difémb'ahkaﬁ 1 i:'
{satu) ayat yakni ayat (9), schingga Pasal 28 berbunyi _'sebaga}_l berikut: - - e

Pasal 28

(1) Pegawai ASN dan CPNS penerima TPP ditetapkan melalui ‘Keputusan =~ =+ |
Gubernur. . T R et SRt

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan validasi
data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari Biro Organisasi Sekretariat =~

(3) TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas” 0
jabatan, dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan =~ .
kelas jabatan lama untuk bulan berkenaan pada unit kerja/ instansi lama

dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP ‘sesuai dengan kelas
jabatan baru setelah ditetapkan kelas jabatannya dengan Keputusan =
Gubernur tentang Pemangku Jabatan,’ B P ST RT e I ER e
(4) Pembayaran TPP diberikan paling lama tanggal 10 {sepulub) bulan -
berikutnya. | - BRI e T
(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk |
pembayaran TPP pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan =~
berkenaan. B O e AT
(6)  Perhitungan TPP berdasarkan penilaian aktivitas kerja dan disiplin kerja = © B
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak .

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(9)

Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan TR
ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6} dan ayat (7), sehingga Pasal 31 berbunyi 3

Surat permintaan pembayaran TPP sesuai dengali Format Déifté_f:_

Penerimaan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampn an V[ yang o

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .

Surat permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimalksud pada ayat (’7 )5

dengan melampirkan :

a. dihapus.

b. dihapus. o

c. perhitungan TPP berdasarkan Beban Kerja, Prestasi- I{erja, Ixondxm o
Kerja dan Kelangkaan Profesi yang diatur lebih lanjut secara teknis
melalui Surat Edaran;

d. daftar pembayaran TPP dan

e. surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai.(jika ada) o

Aktivitas kerja pegawai di upload setiap bulannya - melalui - 111‘11{_"'

kalbar.link/ctkaktivitas oleh operator/pengelola kepegawazaﬁ yahg} Sl

ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

sebagai berikut :

(1}

Pasal 31

Pejabat atasan langsung atau atasan tidak larlgsung atau: Setmgkat ya:mg.,; B | Do
merangkap sebagai Plt atau Plh atau Pj menerima TPP tambahan s;ebesar'_f S
20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagaz Pit: atau Pfih aiaa'-j STV N

Pj pada jabatan yang dirangkapnya.

Khusus Pj Kepala Daerah diberikan TPP tambahan sebesa; 20% {dua

puluh persen) dari TPP pada jabatan definitif yang dldudukmya

Pejabat satu tingkat dibawah pegabat definitf yang dlberzkan .tugas‘_f*"_'_f'_. ]
tambahan sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 15% - .o
(lima belas persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt atau Plh pada:_.::;’ i

jabatan yang dirangkapnya.

TPP bagi Pejabat dan Pegawai yang merangkap S@baga; Pl‘c atau Pih atau" S
Pj dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt- atau Plh atau o

Pj.

jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

Pembayaran TPP bagi Direktur Rumah Sakit Umum Daezah dr. Seedarsof_-' o '_ __: .
disetarakan dengan kelas jabatan 15 sebagalmana te:maﬁtum pada';___' S

Lampiran I romawi III Peraturan Gubernur ini.

Dalam hal terdapat Pejabat Pengawas dengan kelas Jabatan 8 dan SR
Pejabat Pengawas dengan kelas jabatan 9 dalam satu lingkungan unit
kerja maka pembayaran TPP bagi Pejabat Pengawas dengan kelas jabatani - . o

8 disetarakan besarannya dengan TPP Pejabat’ Pengawas dengan 1<:e}as i

jabatan 9 pada unit kerja yang bersangkutan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah = N
Pe_';abat Pengawas pada UPT SMA/SMK/SLB ‘dan Pejabai Fungsmna};'
jenjang Penyelia dan Ahli Pertama yang pembayarannya sesuaz dengan_

kelas jabatan yang didudulki.-

. Ketentuan Pasal 34 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat {7) dan aya.%:.'{S)"sehiﬂgga SR

Pasal 34 berbunyi :

(1)

Pasal 34

Perangkat Daerah menyiapkan sarana dan prasarana penun_]ang TPPE-'_'-_ 8
yang spesifikasi telkmnisnya ditentukan oleh - Perangkat Daerah yang' '

membidangi Komunikasi dan Informatika.

Aplikasi e-Activity dan e- Prese:{mi d1s1apkan oleh Perancrkat Daemh yang"""_' - S

I
membidangi kemunikast-darrinformetikes

ARG PE“A}V‘“V{’;T PAERAR ARISTRE I SRETA - . [
BURUM PRMREAYAREA A

7 Tt
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Pemberian TPP bagi PIt atau Plh atau Pj Sebagnmana dlmaksud pada PN
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3} diperuntukkan bagi yang menjabat dalam S
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(3) Dalam hal mutasi pegawai Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di
lingkungan Perangkat Daerah, maka perpindahan dan atau penempatan
pegawai pada jabatan yang baru perlu mendapatkan persetujuan dari
Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(4) Penerbitan Keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan

Pengawas dan Jabatan Fungsional harus mencantumkan kelas jabatan |

pegawai sesuai dengan penempatan pada jabatan yang baru dan .
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

(5) Penerbitan Keputusan Jabatan Pelaksana yang mengalami mutasi harus
mencantumkan kelas jabatan pegawai sesuai dengan penempatan pada
jabatan yang baru.

(6) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Tentang Pemangku Jabatan telah
ditetapkan, bagi Pegawai ASN yang belum tercantum pada keputusan
tersebut dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta
jabatan, TPP diberikan sesuai dengan nilai TPP kelas jabatan 1.

{7} Untuk PNS mutasi masuk ke daerah harus membuat laporan alktivitas
kerja secara aplikasi/manual.

(8) Dalam hal PNS mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami
perubahan kelas jabatan maka pembayaran TPP PNS mutasi disesuaikan
dengan kelas jabatan baru yang didudulki.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Dalam perhitungan komponen TPP, cuti bersama tetap dihitung sebag’&ii .
aktivitas kerja dan hari masuk kerja yang penginputannya dilakukan oleh .
Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan - Peramraﬂ'_
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah P10ﬁ1“1$1
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontzanak
pada tanggal 7

MGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,é . =

4 SUTARMIDJI
Diundangkan dl Pontzanak
pada tanggal 7w :

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ce

AL LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR @i?




VI

RSJ PROVINSI DAN RSJ SEI BANGKONG

BESARAN TPP DOKTER SPESIALIS PENERIMA TUNJANGAN PR()I‘ESI LANGKA PADA_ il

TPP Berdasarkan Kriteria o A R
Kelas . : 5 i Toeapt “Kelanglkaan - e
EE . . Kond K LR ASRUTII . B
No Jabatan Basic TPP (Ingj?( g:s:: Prestasi Kerja ?,2 ;113 a:{iga | oProfesi (95%x . - TPP Mak_mm_al
TPP) {60% x Basic rPP) PRI Bamc’}“PP} o e
1 2 3 4 5 6 A I P R
1. 15 Rp. 14.400.000,- | Rp. 5.760.000,- | Rp. 8.640.000,- - Rp: 13.680.000,- | Rpy28.080.000,- 1 -
2, 14 Rp. 14.000.000,- | Rp. 5.600,000,- .| Rp. 8.400.000,- - Rp.:13.300.000,. | Rp..27. ?OO ODG-
3. 13 Rp. 10.600.000,- | Rp. 4.240.000,- | Rp. 6.360.000,- Rp::10.070.000,- | | 'Rp.20.670.000,: e
4. 12 Rp. 10.000.000,- | Rp. 4.000.000,- 1| Rp, 6,000.000,- - | Rp.9.300.000,~ '-.Rp_e5193509._-05%},«-:_- o
5. 11 Rp. 9.500.000,- | Rp. 3.800.000,- | Rp. 5.700.000,- - - Rpl 9.085.000,< ] Rpr18.525.000,~
6. 10 Rp. 7.200.000,- | Rp. 2.880.000,- | Rp. 4.320.000,- - “Rp. 6:840,000,- | 'Rp: 14:040,000,- |-
7, 9 Rp. 6,800.000,- Rp. 2.760.000,- | Rp. 4.140.000,- . . Rp 6,565,000, ._:Rp. -13&%55-'000,4'-“-'
VI BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
TPP Berdasarkan Kriteria . o e :
Kelas o A B . T T }\Q}aﬁgkaa_ﬂ EAR D s
No, Jabatan Basic TPP Begﬁan Ifierjfl Prestasi Kerja K(?)nﬁlSI Kerja Profesi’ . 5 TPPMaj{gimd§ L
{409 x Basic 60% % Basic TPP (% x Basic S R : :
TPP) {60% x Basic TPP TPP) ( };Samg‘lf?} B e
1 2 3 4 5 6 7 ST
1. i5 Rp. 14.400.000,- - Rp. 8.640.000,- - - . _3?-.-8 640. GGO
2. 14 Rp. 14.000.000,- . Rp. 8.400.000,- - = | Rp. 8.400. GOO
3. 13 Rp. 10.600.000,- Rp. 6.360.000,- - . 1 Rp. 6:3604 900'
a, 12 Rp. 10.000.000,- . Rp. 6.000.000,- . - -4 [ R 6000, 000
5, 11 Rp. 9.500.000,- - Rp. 5.700.000,- - - o RpeS ’7’00 000 B
6. 10 Rp. 7.200.000,- - Rp. 4.320.000,- : . : .Z'Rp-'.4.3_.29900,---
7. 9 Rp. .900.000,- - Rp, 4,140.000,- - - S RPA140,000,4 b
8. 3 Rp. 4.000,000,- - Rp. 2.400.000,- - 2| RpI2.400! 000 s
9 7 Rp. 3.700.000,- - 1 Rp: 2.220.000,- . < L RDI2, 229 000 e
10, 5 Rp. 3.600.000,- - | Rp. 2.180.000,- - - | Bp.2:160: 00{1* 5
11 5 Rp. 3.500.000,- - Rp. 2.100.000,- - . 4 Rp.au 100 000,
12. 4 Rp. 3.400.000,- - 1 Rp. 2.040,000,~ - - Rppo 2. 04‘8 OOG
13. 3 Rp. 3.300.000,- - 1 Rp. 1.980.000,- . -
14. 2 Rp. 3.250.000,- - | Rp. 1.950.000,- -
15. 1 Rpp. 3.200.000,- - R, 1.920.000,- - -
IX. BESARAN TPP BAGI PEGAWAI ASN TUGAS BELAJAR'
TPP Berdasarkan Kriteria | : EIRE PR St
No. | Ao : ' : - Kelangkaan - | TPP Maksimal |- o0
Jabatan . L ; : ; . : ;
Beban Kerja Prestasi Kerja Kondisi Herja Profesi: = PP IY SRR I NCEE
1 P 1 5 B 7
1. - . Rp.1.000.000, - - -
Catatan: sesuai kemampuan keuangan daerah
. BESARAN TPP BAGI CPNS KECUALI CPNS GURU
TPP Berdasarkan Kriteria . . PR :
Ketas o . ot . i o Kelanglaan - i ST e
Ne. | Jabatan Basic TPP (igt;??{ gzziac _Prestast Kerja K;zi;%i{;‘gﬁ | Profesi TPPM&L“SWMJ S
TPP| (50% x Basic TPP) | oy (% x Basic TPP} © L
1 z 3 7 5 5 7o T
1. 1 Rp. 3.200.000,- | Rp. 1.280.000,- . . e ‘Rp.:1.280.000, '
3‘(&%20; ?ER!&.HQIM_’I‘@M’:RRSI A&Z:S‘j‘ﬁﬁ g '. éiﬁ};;i’}ﬁ
H‘(iKUM PEMRARAREA : S DR

/

b

7




XL

No.

Kelas
Jabatan

_TPP Bérdasa:kan Kri_ttari'a'-i'

Beban Kerja

Presiasi_'I{_ez';'a »

E&elangkamu C1UTPP

Koh'c'iiﬁ':l.{é'rj.a = Profasx

i

2

4

B

i.

Rp.250.000, 1|

Catatan: sesual kemampuan keuangan daerah

XIL

BESARAN TPP BAGI CPNS GURU DAN PPPK GURU

Kelas
Jabatan

TPP Bt_ardasarkasi Kriteria . -

Beban Kerja

Prestasi Kerja

s Kelan TPP Maksimal
‘Kondisi Ketja | 0 '

1

2

4

R —

1.

Rp.250.000,~

Catatan: sesuali kemampuan keuanﬁan daerah




